
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

POLITEKNIK NEGERIUJUNG PANDANG
DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)^Tbk.
KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR

TENTANG SEWA LAHAN ATM

Nomor* (di isi oleh Bai^ B>^)
Nomor

Politeknik)

«„ R*. w» «r r
di Makassar, Kami yang bertanda tangan di bawah mi.

dalam jabatannya taaggal 16 September 2014, dari dan oleh
Indonesia dengan Nomor 199/b^K.A4/^/ p® ijteknik Neeeri Ujung Pandang yang
karenanya Sah bertindak untuk dan atas nama Politekmic ^egen uj s
beikedudukan di Makassar^ selanjutnyafeeto^--—

P-impi.

( Persero ) Tbk, dalam hal im beitodak ^ umari 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapanDireksi Bank Negara Indonesia 1946 tangga e Penegasan Wewenang dan Kuasa
Kusbiono Samanhadi,SH,MH Notims d. f^^^SnrSamanhadi, SH.MH
tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63,
Notaris di Jakarta dengan ^kja No. 35 i^nggal 17Maret 2015
perubahannya yang terate Jakarta yang telah diterima dan dicatat
yang dfcuat Ea^l^SbSSoLsfa dengan surat No^ AHU-
oleb Menten Hitom dan berwenang bertindak untuk dan atas

EZ,".^aiupi n.J«knUS»iln«a«K..lingl,™iuk«l»)««V«■!■=*«:
-PIHAK KEDUA,

n.

PARA

.  Bahwa PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWiMCAN) adalah Pemilik Sah dari objek
-  sXra PIHAK^raO^^ adalah Badan Usaha Milik Negara yang memp^

Badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan nasional dan menjalankan kegiatanoperasional dalam area KantorCabang Makassar sebagaipih^penyewa.
-  Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud akan menyewa ag'an 1^ mM PH^K

PERTAMA untuk keperluan operasional Anjungan Tunai Mandin (ATM) milik PIHAK
KEDUA
Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan sebahagian lahan miliknya kepada
PIHAK KEDUA untuk keperluan usaha PIHAK KEDUA.



u  BAB A PIHAK seoakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama tentang

berikut;

PASAL 1
DEFENISI

Lahan adalah saatu tempat terbuka dipennakaan bami yang dto^aatkan oleh manasia.

untuk mengambil uang, mengecek rekening dan transaksi lamnya.
PASAL 2

OBJEK SEWA-MENYEWA

1  PiHAK KEDUA denean ini setaja antak menyewa sebahagian Lahan kosong Mik
«A j iv i'i o PTHAK' pfrtAMA setuiu untuk menyewakan sebahagian LahanPERTAMA raangan ATM yang diganakan

S^rte^SSaS S etrSl yang terbOc di P.Ke.erdekaan KM.10
Makassar Sulawesi Selatan.

po^Cs... »..h» «» « <!«. .l.b PAKA P.HAK.

PASAL3
TUJUAN/PENGGUNAAN

PASAL 4

JANGKA WAKTU SEWA-MENYEWA

1  Peijanjian ini berlaka antak jangka wakta 3 (tiga) tahan terhitang sejak tanggal 01 April 2016
campai dpripan 31 Maret 2019 dan dapat diperpanjang kembali antak jangka wakta dan
syarat-syarat yang akan disepakati oleh PARA PIHAK. . . . , , , , •

2. Perpanjang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
pemberitahuan lebih terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 ( Enam puluh) hari sebelum
berakhimya jangka waktu sewa-menyewa. u \u-

3. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir
terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhrran peijanjian yang dikehendaki oleh PIHAK
PERTAMA.



bangiman/ruangati/gedung

^ptlLtlHAK PERTAMA tidak ""77^

diuai^ KF,DUA.
piUUli; i«"i» ̂ -.-"

PIHAK KEDUA.
PASAL5

HARGA SEWA

x>^ 1 ̂  000 000 - / tahun dengan

—•*""

berikut; o rtma"! tahun : Rp. 45.000.000,-
Harga Sewa selama 3 (tiga) tamm ^ 4 500.000^
rriAxv- . Rp 40.500.000,-

p«,«„ «...

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

rsJs";——:ri-™"b="Tr4
JutaRupiah). , Hihavarkan oleh PIHAK KEDUA kepada

SKTErT?MA"^.'5i; d, P»i»i- ™ T Bart
pX.1 d...™ d» P=-" 0, MM35
BRI Cabang Tamalanrea dengan nomor rekanmg,. 0403.01.000435.30.2
BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG. p.RTAMA
Perabayaran ini harus dilengkapi berkas penagihan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA,yang terdiri dari:
a. Kuitansi dalam rangkap ( 2 ) ash.

2.

PASAL7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal lam
dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk .



Himaksud pada pasal 2 peijanjian ini

atau kelalaian PIHAK KEDU A.
PASAL 8KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

lain dalampeijanjum mi, PIHAK PLK „«al 2 perianjian ini

KEAMANAN OBJEK SEWA-MENYEWA

' S==a"SSi■s.at.""*- -
PASAL 10

PERYATAAN DAN JAMINAN

1  PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa objek sewa-menyewa selama m^adipersewakan tersebut adalah kepunyaan yang Sah dm PIHAK PERTAMA, tidak disita, tidak
digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak keadaan sengketa, gugatan maupun
tuntutan dari pihak manapun, serta belum disewakan dan tidak akan disewakan kepada pihak
lain.

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Lahan yang akan ditempati untuk Mesin ATM BNI
diserahkan dalam keadaan baik dan siap digunakan.

3. PIHAK PERTAMA berwenang dan berhak memperoleh persetujuan-persetujuan imtuk
menandatangani peijanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

4. Penandatanganan peijanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan peijanjian ini
tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan peijanjian lain yang telah
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga.

5. PIHAK PERTAMA tidak dalam keadaan lalai berdasarkan peijanjian apapim juga yang
terkait dengan objek sewa-menyewa dengan pihak ketiga.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK NEGERIUJUNG PANDANG
DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG UTAMA MAKASSAR

TENTANG SEWA LAHAN ATM

Nomor: (di isi oleh Bank BNI)
Nomor : A®../ .p.hJ9J (di jgi oleh Politeknik)

Hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (30-03-2016) bertempat
di Makassar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr.Ir.Hamzah Yusuf, MS, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia dengan Nomor 199/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 September 2014, dari dan oleh
karenanya Sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang yang
berkedudukan di Makassar, selanjutnya disebut;

PIHAKPERTAMA,

n. Akbad Bachtiardi, SE Pemimpin BCantor Cabang Utama Makassar PT. Bank Negara Indonesia
( Persero ) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa
Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Februari 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan
Kusbiono Samanhadi,SH,MH Notans di Jakarta, dan akta Penegasan Wewenang dan Kuasa
tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Kusbiono Samanhadi, SH,MH
Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-
perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17Maret 2015
yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-
AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas
nama PT. Bank Negara Indonesia ( Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta
Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:

-PIHAKKEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA
PIHAK" dan secara sendiii disebut "PIHAK") terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

-  Bahwa PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN) adalah Pemilik Sah dari objek
sewa-menyewa sebagaimana dimasud Pasal 1 Peqanjian ini.

-  Bahwa PIHAK KEDUA (PENYEWA) adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan
Badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan nasional dan menjalankan kegiatan
operasional dalam area Kantor Cabang Makassar sebagai pihak penyewa.

-  Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud akan menyewa sebahagian lahan milik PIHAK
PERTAMA untuk keperluan operasional Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PIHAK
KEDUA.

-  Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan sebahagian lahan miliknya kepada
PIHAK KEDUA untuk keperluan usaha PIHAK KEDUA.



Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama tentang
Sewa Menyewa lahan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai
beiikut:

PASAL 1

DEFENISI

1. L^an adalah suatu tempat terbuka dipermukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia,
misalnya untuk membangun rumah, imtuk lahan pertanian, dan Iain-lain.

2. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah Bank
untuk mengambil uang, mengecek rekening dan transaksi lainnya.

PASAL 2

OBJEK SEWA-MENYEWA

1  PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menyewa sebahagian Lahan kosong milik PIHAK
PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA setuju untuk menyewakan sebahagian Lahan
miliknya tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk membangun ruangan ATM yang digunakan
sebagai tempat operasional mesin ATM Bank BNI yang terletak di Jl. P.Kemerdekaan KM. 10
Makassar Sulawesi Selatan.

2. Area Sewa yang akan disewakan tersebut terletak di:
a) Lokasi : Samping Kiri Pintu Utama Pohteknik Negeri Ujung Pandang.
b) Luas Area : ± 6

Adapun letak dan posisi Area Sewa tersebut telah diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

TUJUAN/PENGGUNAAN

PIHAK KEDUA akan mempergunakan objek sewa-menyewa tersebut sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 peqanjian ini, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keperluan menjalankan
operasional mesin ATM FT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Makassar.

PASAL 4

JANGKA WAKTU SEWA-MENYEWA

1. Peqanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2016
sampai dengan 31 Maret 2019 dan dapat diperpanjang kembah untuk jangka waktu dan
syarat-syarat yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

2. Perpanjang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan mekanisme
pemberitahuan lebih terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 ( Enam puluh) hari sebelum
berakhimya jangka waktu sewa-menyewa.

3. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir
terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran peijanjian yang dikehendaki oleh PIHAK
PERTAMA.



4. Dalam hal peijanjian ini berakhir oleh PIHAK PERTAMA sebelum jangka waktunya berakhir
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA wajib
meugembalikan kepada PIHAK KEDUA harga sewa tersebut pada pasal 4 perjanjian ini untuk
jangka waktu yang tersisa, terhitung sejak tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki
PIHAK PERTAMA ditambah dengan total biaya perubahan/penambahan fasilitas
bangunan/ruangan/gedung dan atau accesorisnya yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA
apabila ada.

5. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang jangka waktu penggunaan sewa lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan kesempatan
kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan ruangan dalam jangka waktu minimal 30 (tiga
puluh) hari setelah jangka waktu penggunaan berakhir, tanpa mengenakan biaya apapun terhadap
PIHAK KEDUA

PASAL 5

HARGA SEWA

1. Harga Sewa yang telah disepakati PARA PIHAK sebesar Rp. 15.000.000,- / tahun dengan
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar sekaligus selama masa sewa dengan rincian sebagai
berikut:

Rp. 45.000.000,-
Rp.. 4.500.000.-

Rp. 40.500.000,-

Harga Sewa selama 3 (tiga) tahun
PPH 10%

Total Sewa yang Diterima
Terbilang (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Harga sewa sebagaimana tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10 %, biaya hstrik dan keamanan.

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Sewa Lahan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan
secara sekaligus dimuka untuk masa sewa yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima
Juta Rupiah).

2. Harga sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA setelali ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan

pembayaran dengan cara pemindah bukuan ke rekening PIHAK PERTAMA pada Bank
BRI Cabang Tamalanrea dengan nomor rekening,. 0403.01.000435.30,2 atas nama
BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG.

3. Pembayaran ini hams dilengkapi berkas penagihan yang diseralikan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA,yang terdiri dari:
a. Kuitansi dalam rangkap ( 2 ) asli.

PASAL7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal lain
dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :



1. Menggimakan objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 peqanjian ini
dengan baik sesuai dengan tujugm/penggunaaan tersebut pada pasal 3 peqanjian ini.

2. Memelihara Area Sewa dengan sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri memperbaiki segala
kerusakan pada objek sewa-menyewa beserta fasilitasnya yang timbul akibat kesalahan dan
atau kelalaian PIHAK KEDUA.

PASAL 8

KEWA JIBAN PIHAK PERTAMA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal
lain dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyerahkan objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 peijanjian ini
kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan pada tanggal 31 Maret
2016.

2. PIHAK KEDUA di perkenankan menempatkan peralatan lainnya imtuk kelengkapan ATM
(Vsat Outdoor/ Indoor, UPS, Stabilizer, Modem, Boot dan aksesoris lainnya).

3. Memelihara Kebersihan disekitar lokasi area sewa.

PASAL 9

KEAMANAN OBJEK SEWA-MENYEWA

1. Dalam hal teijadinya perusakan, pencurian, dan gangguan lain terhadap objek sewa-menyewa
maka PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai gangguan tersebut
kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1X24 jam.

2. PARA PIHAK masing-masing mengawasi dan atau menjaga keamanan, ketertiban dan
pemeliharaan terhadap peralatan ATM dan nasabah yang melakukan Transaksi.

PASAL 10

PERYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa objek sewa-menyewa selama masa
dipersewakan tersebut adalah kepimyaan yang Sah dari PIHAK PERTAMA, tidak disita, tidak
digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak keadaan sengketa, gugatan maupun
tuntutan dari pihak manapun, serta belum disewakan dan tidak akan disewakan kepada pihak
lain.

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Lahan yang akan ditempati untuk Mesin ATM BNI
diserahkan dalam keadaan baik dan siap digunakan.

3. PIHAK PERTAMA berwenang dam berhak memperoleh persetujuan-persetujuan untuk
menandatangani peijanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

4. Penandatanganan peijanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan perjanjian ini
tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan peijanjian lain yang telah
ddakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga.

5. PIHAK PERTAMA tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian apapun juga yang
terkait dengan objek sewa-menyewa dengan pihak ketiga.



6. PIHAK PERTAMA tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara termaksud, tetapi
tidak terbatas pada tunggakan pajak.

7. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa peijanjian ini tidak akan berakhir
dengan meninggakya^ubamya salah satu pihak dan akan tetap berlaku terhadap ahli waris
dan/atau pengganti hak atas objek sewa-menyewa.

8. PIHAK PERTAMA tidak pemah mengalami/sedang mengalami suatu keadaan yang akan
menipakan peiistiwa cidera janji atau yang lewatnya waktu atau dengan adanya pemberitahuan
atau kedua-duanya akan menipakan suatu peristiwa cidera janji yang mengakibatkan PIHAK
KEDUA kehilangan hak untuk menikmati masa sewa.

9. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa seluruh surat-surat perizinan atas objek
sewa-menyewa termaksud, namun tidak terbatas pada sertifikat tanah, advis planning, 1MB,
bukti pelunasan PBB telah ada sesuai peruntukanya. Apabila terdapat kekurangan atas
dokumen-dokumen tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pengurusan dan
seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

10. Semua dokumen, data dan surat termaksud fotocopy dan keterangan yang dibuat diserahkan
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah telah lengkap dan benar

1.

PASAL 11

BIAYA-BIAYA

Untuk pungutan-pungutan lokal (misalnya yang berasal dari kelurahan/rukun tetangga, rukun
warga, pengelola ruangan/gedung, dsb) dan pungutan lain yang berhubungan dengan kewajiban
warga setempat (misalnya biaya keamanan, kebersihan lingkungan, dsb) selama masa sewa
sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

2. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini berikut perubahannya
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Peristiwa cidera janji timbul apabila telah teijadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian
yang telah tentukan dalam perjanjian ini sebagaimana kewajiban yang hams tidak dilaksanakan
oleh PARA PIHAK, sebagai berikut:

a) PIHAK KEDUA lalai untuk membayar harga sewa pada waktu dan dengan cara
sebagaimana ditentukan dalam peijanjian ini, dalam mana lewatnya waktu saja sudah
memberikan bukti yang sah dan cukup PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya.

b) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mempergunakan objek sewa-menyewa tidak sesuai
dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur pasal 3 perjanjian ini.

c) Terdapat pemyataan dan jaminan sebagaimana ̂ aksud pada pasal 9 peijanjian yang
tidak benar

2. Dalam hal salah satu dari peristiwa-peristiwa cidera janji tersebut diatas dilakukan salah satu
pihak, maka telah menjadi suatu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa pihak
tersebut telah melakukan wanprestasi yang membuat pihat lainnya berhak membatalkan
peijanjian ini secara sepihak dan menuntut ganti mgi dengan mengesampingkan pasal 1266
KUH perdata



Dalam hal peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA maka PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala
tuntuta^gugatan dan pihak manapun atas objek sewa-menyewa tersebut serta menyerahkan
kembali kepada penyewa uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati termaksud biaya-
biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan/penambahan
fasilitas dan/atau ruangan/gedung sebagaimana pada pasal 14 peijanjian ini.

PASAL 13

PAJAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lain serta pungutan ataupun tagihan lainnya dari
Pemerintah sehubungan dengan pemilikan objek sewa-menyewa sepenuhnya menjadi tangeungan
PIHAK PERTAMA. ^ j j 55 s

PASAL 14

ASURANSI

Untuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul, PIHAK KEDUA wajib atas biaya sendiri
mengasuransikan ruangan ATM BNI tersebut beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa.
Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah.(misalnya kebakaran, kerusakan,
gempa bumi, banjir, dsb).

PASAL 15

PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS DAN RUANGAN/GEDUNG

PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA atas biaya sendiri dapat melakukan
perubahan-perubahan pada objek sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1
peijanjian ini dan/atau melakukan penambahan-penambahan peralatan/fasilitas lain sehubungan
dengan tujuan/penggunaanobjek sewa-menyewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada
pasal 3 peijanjian ini, dengan ketentuan setelah jangka waktu persewaan berakhir, maka segala
perubahan dan/atau penambahan pada objek sewa-menyewa tersebut menjadi milik PIHAK
PERTAMA, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bah^ yang sifatnya tidak permanen/tidak
menjadi satu kesatuan dengan bangunan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 16

KEWAJIBAN MENYERAHKAN KEMBALI

1. Pada saat perjanjian ini berakhir, yaitu pada tanggal 31 Maret 2019 dan PIHAK KEDUA tidak
memperpanjang kembali objek sewa-menyewa maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan
kembali banguanan dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada PIHAK PERTAMA.

2. Apabila pada tanggal sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA belum
mengosongkan bangunan tersebut, maka dalam hal ini PIHAK KEDUA dianggap lalai,
kelalaian mana cukup terbukti dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan tersebut,dan untuk
PIHAK KEDUA ddcenakan denda sesuai kesepakatan bersama untuk tiap hari keterlambatan



PeItT^'*' sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PASAL 17
LARANGAN PENGALIHAN

™ ''®''®"8sung, PIHAK KEDUA dilarang untuk memindahkan hak sewanyakepada PII^K lam atau menyewakan objek sewa-menyewa kepada PIHAK lain baik sebaeian
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertuUs dari PIHAK

PASAL 18

KEADAAN MEMAKSA(FORCE MAJEURE)

1. Apabila objek sewa-menyewa rusak atau hancur seluruhnya dikarenakan bencana alam banjir,
gempa, angin topan, kebakaran, pemberontakan, perang, huru-hara atau keadaan
memaksa(Force Majeure) lainnya, maka perjanjian ini menjadi berakhir.

2. Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) lainnya, misalnya Lokasi Sewa Lahan
mengalami Penggusuran akibat Pelebaran Jalan sesuai dengan Intruksi Pemerintah setempat
sebelum Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA Wajib mengganti atau
menunjukkan Lokasi Lahan untuk niangan Mesin ATM dilokasi yang sama atau Lokasi vane
disepakati oleh PARA PIHAK.

3. Apabila keadaan memaksa (Force Majeure) lainnya sesuai Ayat 2 di atas tidak dapat dipenuhi
oleh PIHAK PERTAMA selama objek sewa-menyewa berada dalam perbaikan atau
mengakhiri perjanjian ini dan mewajibkan PIHAK PERTAMA mengembalikan kepada
PIHAK KEDUA harga sewa untuk jangka waktu sewa yang tersisa terhitung sejak tanggal
berakhimya peijanjian.

4. Dalam teqadi Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka
PIHAK PERTAMA wajib menyatakan secara tertulis keadaan Force Majeure kepada
PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak kejadian dimaksud.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal teqadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK
sepakat memilih domisili hukum yang dan seumunmya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Makassar.

PASAL 20

ADDENDUM

1. Setiap perubahan yang akan dialakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup
diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah
pihak serta akan dituan^an dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian Han satu
kesatuan yang tidak teipisahkan dari perjanjian ini.

2. Dalam hal satu PIHAK menghendaki untuk diadakan addedum sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak



lainnya, selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kelender sebelum pelaksanaan
musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penainbahan ketentuan yang dikehendaki.

PASAL21

KORESPONDENSI

Seluruh bentuk pembentahuan, baik berupa persetujuan ataupim pengesampingan ketentuan-
ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus
ddakukan sec^a tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika(a) dikrimkan
dengan kmir(dengan ada konfirmasi peneriman (receipt)), dikirimkan melalui kantor pos tercatat
dengan adanya konfirmasi penerimaan (receipt), (c) ataupun dinyatakan telah diterima jik^
dikinmkan ke alamat dibawah ini:

POLITEKNIK NEGERIUJUNG PANDANG/ PIHAK PERTAMA
Alamat: Jl.P.Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Telp . 0411- 585365 / 585367 / 585368
Fax. 0411-586043

Email ; http://wvm.poliupg.ac.id

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO ) TBK / PIHAK KEDUA
Kantor Cabang UtamaMakassar.
Alamat: JL Jenderal Sudirman No. 01 Makassar
Telp. 0411-3610593-3623204.
Fax. 0411-872262.-3612354.

Makassar,

PERTAMA

[K NEGERI UJUNG PANDANG

Yusuf, MS

Direktur

PIHAK KEDUA

ANK NEGARA INDONESIA (Pemero)Tbk
G UTAMA MAKASSAR

Akbad Bachtiardi. SE

Pemimpin


